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ABSTRACT

Reflecting their strategic functions, roles, characteristics, and stages of
development, youth are agents of change, moral influence, and social control.
Youth are important, and their roles and potential must be developed through
development, empowerment, and awareness. Highly moral, intelligent,
independent, resilient, and professional youth are needed to achieve inclusive and
sustainable regional development. The purpose of this study is to determine the
urgency of the Regent's Regulation in supporting youth participation, and to
determine how the law functions to encourage youth participation in the political
field. The type of research used is normative juridical research, namely legal
research conducted by examining library materials or secondary data through the
study of laws. This study uses the theory of social justice, the Principles of
Government Administration, the Concept of Regional Development, Participation
and Legal Certainty with a philosophical, sociological and juridical foundation.
Youth participation in regional development is physical and non-physical
involvement together with other actors in the effort to develop the region. To
realize inclusive and sustainable regional development, it is certainly inseparable
from the concept of the urgency of youth participation, youth potential in regional
development, and regent regulations as instruments of equality and empowerment
as well as legal functions in encouraging youth participation through regulatory,
educational, protective and transformational functions so that the preparation of
Sukabumi regent regulations can become a legal instrument that encourages more
structured and directed youth participation and can create a balance between
youth rights.

Keywords: Participation, Youth, ,Regional development, Regent Regulations, legal

functions



ABSTRAK

Sebagai cerminan fungsi, peran, sifat, dan tahap perkembangan strategis mereka,
pemuda merupakan agen perubahan, pengaruh moral, dan kontrol sosial. Pemuda
itu penting, dan peran serta potensi mereka harus dikembangkan melalui
pengembangan, pemberdayaan, dan penyadaran. Dibutuhkan pemuda yang
bermoral tinggi, cerdas, mandiri, tangguh, dan profesionalisme untuk mencapai
pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.Tujuan dari penilitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi dari Peraturan Bupati dalam
mendukung partisipasi pemuda, dan untuk mengetahui bagaimana fungsi hukum
untuk mendorong partisipasi pemuda dalam bidang politik. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui
pengkajian undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan
sosial, Asas Penyelenggaraan Pemerintah, Konsep Pembangunan Daerah,
Partisipasi dan Kepastian Hukum dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah ialah keterlibatan fisik maupun non
fisik secara bersama-sama dengan aktor yang lain dalam usaha membangun daerah.
Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan tentunya
tidak terlepas dari konsep urgensi partisipasi pemuda, potensi pemuda dalam
pembangunan daerah, dan peraturan bupati sebagai instrumen pemerataan dan
pemberdayaan serta fungsi hukum dalam mendorong partisipasi pemuda melalui
rfungsi regulatif, edukatif, protektif dan transformasional sehingga penyusunan
peraturan bupati sukabumi dapat menjadi instrumen legal yang mendorong
partisipasi pemuda yang lebih terstruktur dan terarah serta dapat menciptakan
keseimbangan antara hak-hak pemuda.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemuda, ,Pembangunan daerah, Peraturan Bupati,

Sfungsi hukum
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak terlepas dari keberadaan pemuda.
Justru sejarah mencatat dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan
peran pemuda sebagai pelaku lahirnya peradaban baru. Begitupun dalam
perkembangan lahirnya bangsa indonesia, baik diawali pada masa perjuanga
kemerdekaan, hingga paska kemerdekaan bangsa.! Hal tersebut membuktikan
bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses
perjuangan dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat
mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara
banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agen of chenge (agen perubahan).
Pada setiap perkembangan dan pengertian peradaban selalu ada dara muda yang
memelopornya. Selain peran penting dan strtategis, pemuda merupakan kekuatan
moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran,
karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Dalam
Undang-undang Nasional yang selanjutnya disangkatkan (UU) nomor 40 tahun
2009 tentang Kepemudaan, pengertian pemuda merupakan “masyarakat Indonesia
yang memasuki periode penting pertumbuhan serta perkembangan yang berusia 16

( enam belas) sampai 30 ( tiga puluh)”?

! Akbar Alur, Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Karang Taruna Di Desa Cibatu
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Skripsi, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Stisip Widyapuri Mandiri Sukabumi, 2022, hal. 1

2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan



Pemuda adalah salah satu aset negara. Maju hingga mundurnya suatu
Negara bergantung pada para pemudanya yang berperan sebagai agen perubahan.
Seorang pemuda tidak akan mampu melakukan perubahan dunia apabila potensi
yang dimiliki tidak dapat tersalurkan dengan baik. Dalam hal ini partisipasi pemuda
sangat berperan penting dalam mengolah dan mengembangkan potensi para
pemuda. Generasi muda ialah bibit unggul di masa depan yang diyakini mampu
meningkatkan mutu SDM dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Dalam
partisipasi pemuda, otoritas publik memainkan peran penting. Dengan begitu
banyaknya ekspektasi masyarakat terhadap otoritas publik, baik otoritas publik di
tengah atau di daerah dan terutama para pemuda yang akan berubah menjadi
pengganti negara.’

Proses perkembangan dan pembangunan negara, pemuda merupakan
kekuatan, kontrol sosial dan agen perubahan. Pemuda mempunyai peran yang
sangat penting sehingga perlu pengembangan potensi serta peran mereka melalui
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan karena tentu saja untuk
mewujudkan perkembangan dan pembangunan negara, diperlukan pemuda yang
berakhlak mulia, cerdas, mandiri, tangguh serta profesional. Mengembangkan
potensi dan peran pemuda tentu saja memerlukan sebuah wadah dalam bentuk

pelayanan kepemudaan. Menurut Undang-Undang Nasional menyebutkan bahwa

3 Firdausi, A. F., Subowo, A., & Afrizal, T. Evaluasi Program Pemuda Pelopor Di Dindikpora
Kabupaten Rembang. Journal Of Public Policy and Management Review, Vol.11, No.2, 2022, hal.1



“pelayanan  kepemudaan  berfungsi  penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda
dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”™*

Pemerintah wajib melakukan koordinasi yang strategis lintas sektor yang
dipimpin oleh Presiden untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan
kepemudaan. Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan
berbasis program dalam pelayanan kepemudaan ini. Tentunya hal ini diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang berbunyi “koordinasi
penyelenggaraan  pelayanan  kepemudaan  yang  dilaksanakan  oleh
kementrian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.’”

Kepemudaan ialah berbagai perihal yang berkaitan dengan potensi,
tanggung jawab, hak kepribadian, kapasitas, aktualiasi diri dan cita- cita pemuda.
Pelaksanaan  pelayanan  kepemudaan yang  berfungsi  menyadarkan,
memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang
kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan. Pelayanan kepemudaan
dikembangkan sesuai dengan ciri pemuda yang memiliki semangat juang, watak
kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis serta futuristik tanpa

meninggalkan pangkal budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam

kebihinekaaan.

4 Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
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Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan memiliki tujuan yang jelas
guna memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang
berwawasan kebangsaan, pandai, trampil, kreatif, mempunyai energi saing serta
berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda
yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah serta
berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini menggambarkan program
pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai
subyek serta pada jenjang tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif
dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab.’

Mengingat peran penting dan strategis tersebut, Pemerintah telah membuat
kebijakan dengan menetapkan Perundang-undang Nasional tentang Kepemudaan
dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang terdiri dari penyadaran, pemberdayaan,
dan pengembangan,® sehingga Pemerintah Daerah mempunyai wewenang
menetapkan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan menyelenggarakan
pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang mandiri, beriman, dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk
memberikan regulasi dalam rangka menetapkan dan melaksanakan pelayanan
Kepemudaan di Daerah Kabupaten.

Untuk mempercepat terwujudnya Pengembangan Kabupaten Sukabumi

Layak Pemuda yang diamantkan dalam Peraturan Daerah yang selanjutnya

7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan Kabupaten Sukabumi
8 Pasal 5 Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan



disingkat (PERDA) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan, maka perlu adanya
Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat (PERBUB) tentang Partisipasi
Kepemudaan di Kabupaten Sukabumi agar memiliki urgensi yang tinggi karena
akan memberikan landasan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah
daerah dalam meningkatkan peran serta pemuda dalam pengembangan kabupaten
layak pemuda. Bentuk partisipasi pemuda dalam hal pengembangan yang
diamantkan dalam Peraturan Daerah yakni: “peningkatan peran serta pemuda
dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama”,’

Partisipasi pemuda dalam bidang ini merupakan kunci bagi kesuksesan
yang inklusif dan berkelanjutan. Namun masih terdapat kendala-kendala yang
menghambat pertisipasi pemuda di daerah kabupaten Sukabumi, antara lain
kurangnya regulasi yang mendorong partisipasi pemuda, keterbatasan akses
informasi, kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait
dalam mendukung partisipasi pemuda.

Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai partisipasi
pemuda menjadi sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas, adil
dan mendukung serta mendorong partisipasi pemuda dalam pembanguna di
Kabupaten Sukabumi, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43
Tahun 2022 Tentang Koordinasi Stratgis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang

° Pasal 28 Poin b Perda Kab. Sukabumi No 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan



Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2022-2024. Peraturan bupati yang disebut perbub yang mengatur tentang hal ini,
diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan konkrit bagi pemerintah daerah
dalam mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang mendukung peran
pemuda. Selain itu, adanya peraturan bupati juga dapat menjadi sarana untuk
melindungi hak-hak pemuda dan memberikan sebuah kepastian hukum terhadap
pemuda dari berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Dengan demikian,
partisipasi pemuda dapat dilaksanakan secara adil dan berkesinambungan.
Sementara itu, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 43 Tahun
2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 10 Tahun 2023, tentunya berangkat
dari hal ini sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban bagi setiap daerah
kabupaten/kota masing-masing untuk menyusun peraturan tersebut dalam hal
peraturan bupati/peraturan wali kota sesuai dengan kebutuhannya agar aturan
tersebut menjadi payung hukum bagi pemuda. Dalam hal peneliti mengemukakan
suatu pengkajian melalui bahan hukum skunder bahwasanya Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung telah merancang suatu aturan yakni Peraturan Bupati No 148
tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 30 tahun 2012
tentang pembangunan kepemudaan, yang dimana peneliti menganalisis tingkat
partisipasi dalam bidang politik di Kabupaten Bandung semakin meningkat, hal ini
dilihat dari angka partisipasi pemilihan serentak kepala daerah pada tahun 2020 dan
2024. Peningkatan partisipasi bidang politik di Kabupaten Sukabumi dalam hal

pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan 2024 semakin rendah. Perbedaan



partisipasi antar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi dalam hal

pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Target PaTr:ligiglf:tisi Partisipasi
No. Kab/Kota Partisipasi Partisipasi Pemilih Pemilih 2024
Pemilih 2020 | Pemilih 2020
2024
1 Kab. Bandung 77,5% 72,18% 80% 72,89%
2 | Kab. Sukabumi 77,5% 60,51% 80% 53,40%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan peningkatan
partisipasi pada tahun 2020 dan 2024 di kabupaten Sukabumi dan Bandung, yang
dimana tingkat partisipasi di kabupaten sukabumi lebih rendah dibandingkan
dengan kabupaten Bandung. Dari ke 2 daerah tersebut memiliki target yang sama
untuk mencapai tingkat partisipasi yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum atau yang disingkat KPU sebesar 75,5% pada tahun 2020. Selain itu, pada
tahun 2024 tingkat partisipasi pemilihan kepalah daerah di Kabupaten Sukabumi
juga semakin rendah 53,40%, angka partisipasi tersebut tidak sesuai dengan target
yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil pleno 80%. Tentunya berangkat dari
permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu adanya penyususnan Peraturan Bupati
di Kabupaten Sukabumi tentang partisipasi pemuda sebagai perwujudan dari Perda
no 6 tahun 2020 tentang kepemudaan.

Hasil penelitian data melalui bahan hukum sekunder terkait persepsi
pemuda tentang pelayanan pemerintah kabupaten sukabumi melalui data di DPD

KNPI Kabupaten Sukabumi'® terhadap pemuda masih kurang maksimal hal ini

10 Data tahun 2023 DPD KNPI Sukabumi



dilihat dari aspek pelayanan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan

sebagai berikut;

1. Kurangnya penyadaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukabumi untuk melibatkan pemuda dalam program partisipasi pembangunan
daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun
2020 Pasal 20 yaitu:

- penyadaran terkait dengan kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang
berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

- penyadaran terkait seminar atau diskusi temu ilmiah kepemudaan dalam
rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang
berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal

- gelar wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan
pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kurang intensif dalam melakukan
pemberdayaan pemuda. Perlu disadari bahwa harus adanya pemberdayaan
yang diberikan kepada pemuda agar memiliki kemauan untuk berpartisipasi.
Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2020 Pasal 21
ayat 3 yaitu:

- pemberdayaan terkait pendidikan dan latihan pengendalian emosional,
penguatan intelektual dan spiritual;

- pemberdayaan terkait pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkat

lokal, nasional maupun internasional;
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- pelaksanaan lomba seni dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan
pemuda untuk mencari bibit potensial

- pendidikan dan pelatihan kompetensi dan keahlian keterampilan tertentu
berbasis wirausaha.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kurang bertanggung jawab
melaksanakan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenagan dan
tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun
2020 yaitu:

- pengembangan Kabupaten Layak Pemuda (perluasan kesempatan
memperoleh pendidikan dan keterampilan, peningkatan peran serta pemuda
dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama,
peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan
kepemimpinan, perlindungan generasi muda terhadap bahaya
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
(NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit Human Immunodeficiency
Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit
menular seksual lainnya. Pasal 28

Berdasarkan uraian diatas, sehingga diperlukan adanya regulasi hukum

Peraturan Bupati tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah yang

dapat menjamin perlindungan terhadap pemuda.

Pada dasarnya pemerintah mulai level pusat sampai daerah sebagai agen

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah diserahi “kekuasaan” oleh rakyat untuk
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melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan peranya sebagai pelaksana
pembangunan, pembuat regulasi, pemberi layanan kepada masyarakat dan
pemberdaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang diberi
kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Jika tidak demikian maka
pemerintahanya akan menjadi taruhannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan penyusunan
Peraturan Bupati tentang partisipasi pemuda di Kabupaten Sukabumi merupakan
langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan peran pemuda dalam
pembangunan daerah serta melindungi hak-hak mereka. Peraturan ini juga akan
menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan
program dan kebijakan yang mendukung pemuda sebagai agen perubahan yang
memiliki potensi besar dalam memajukan daerah Kabupaten Sukabumi Layak
Pemuda.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Penyusunan Peraturan Bupati
Sukabumi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam
Pembangunan Daerah

B. Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan latar belakang diatas, penulis setidaknya

mengidentfikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
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Bagaimana urgensi dari Peraturan Bupati untuk mendukung partisipasi pemuda
dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi?
Bagaimana fungsi hukum untuk mendorong partisipasi pemuda dalam bidang

politik di Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian

ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui Bagaimana urgensi dari Peraturan Bupati dalam
mendukung partisipasi pemuda di Kabupaten Sukabumi?
Bagaimana fungsi hukum untuk mendorong partisipasi pemuda dalam bidang

politik di Kabupaten Sukabumi?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan elternatif baik bagi

peneliti maupun bagi pihak pemerintah. Adapun kegunaan dari penelitian ini

sebagai berikut:

l.

Kegunaan Akademis (Teoritis)

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ataupun referensi
untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana urgensi dari perda dan
fungsi hukum dalam mendukung partisipasi Pemuda Kabupaten Sukabumi

sebagai akuntabilitas Hukum.
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b. Setelah melalui pengujian, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan
bagi seluruh mahasiswa/i untuk melengkapi literatur di lingkungan
perpustakaan Universitas Nusa Putra.

2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi dari PERBUB
dalam mendorong partisipasi pemuda dan fungsi hukum dalam upaya
partisipasi pemuda dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya di
Kabupaten Sukabumi, dan diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi

referenasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan bupati.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar
pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian
ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari
penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka
pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut
sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta penggunaan teori
dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori
dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu
penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan
dengan fokus penelitian.

1) Keadilan Sosial
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Keadilan Sosial adalah bagian dari rumusan sila ke lima pancasila.
Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual.
Artinya, sikap atau prilaku individu pancasila adalah sikap dan prilaku yang
memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu
juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya
ditujukan kepada masyarakat seumumnya melainkan juga kepada individu.
Namun individu ini bukan sekedar entitas atau mistik yang terlepas sama sekali
dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya
dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama
dengan sosialisme yang tidak terlalu perduli dengan kepentingan individu.

2) Asas Penyelenggaraan Pemerintah

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, sudah mengadopsi “General
Principles of Good Governance” atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
yang selanjutnya disingkat (AAUPB). Penerapan AAUPB Indonesia yang
dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan. Asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu
Undang-undang yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), di mana
menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam Pasal 2

disebutkan beberapa asas penyelenggaran negara yang meliputi:'!

"' Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk

Mewujudkan Good Governace, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09, No. 01,2018. hal 31
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1. Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib yaitu Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian
dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif

4. Asas Keterbukaan yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif  tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia Negara

5. Asas Proporsionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara

6. Asas Profesionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku

7. Asas Akuntabilitas yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di
pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.

3) Undang-undang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undagan

didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Sebagai negar hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemeritahan harus berdasarkan atas hukum
yang sesuai dengan sistem hukum nasional yang disebut sebagai negara hukum.
Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan
semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka

mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegera yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4) Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Partisipasi adalah
keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta.
Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosional serta fisik dalam
mengunakan segalah kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala
kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung
jawab atas segalah keterlibatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan
bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara efektif
dalam peroses perencanaan pembagunan.'” Bornby megartikan bahwa:
“Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau
pernyataan untuk mengambil bagaian dari kegiatan dengan maksud memperoleh
manfaat”. Sedangkan dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi
merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil
bagian dari kegiatan masyarakat diluar pekerjaan atau profesinya”.!?

Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi
sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Beal dalam Aprelia menyatakan bahwa partisipasi khususnya partisipasi yang

tumbuh karena pengaruh atau adanya rangsangan dari luar.'* Davis mengartikan

12 Pasal 1 ayat 5 PEMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan

13 Theresia, Aprilia, pembangunan berbasis masyarakat. Bandung Alfabeta, 2014 hlm.196

14 Ibid, hal. 11
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partisipasi adalah “keterlibatan mental dan emosional yang mendorong dia untuk
berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkan
keterlibatannya”.!>

Maka dari itu, partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang
diikutsertakan dalam perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul
tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya”. Adiasmita
menyatakan: “Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota
masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan
pelaksanaan (implementasi) progran/proyek pembangunan yang dikerjakan
didalam masyarakat lokal”.!®

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan
aktualisasi dari kesedian dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban
dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilakukan.
Adisasmita menyatakan bahwa: “Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan
salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada
pencapaian hasil pembagunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan)”.!”

Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah semakin mantapnya jarigan
sosial (Social Network) yang baru membentuk suatu jarigan sosial bagi

terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan.

Karena itu partisipasi sebagai proses akan menciptakan jarigan sosial yang baru

15 Keith, Davis.. Prilaku Dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga. 2014, him.12
16 Ibid, hal.11
17 Ibid, hal.11
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yang masing-masing berusaha untuk melakukan tingkatan kegiatan demi
tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang
bersangkutan.

Penjelasan tersebut mengartikan bahwa partisipasi pemuda adalah
keterlibatan mereka dalam suatu aktivitas, baik melalui tenaga, pemikiran,
maupun dana. Dalam konteks pembangunan daerah di tingkat kabupaten,
partisipasi pemuda merujuk pada keterlibatan fisik maupun non-fisik pemuda
secara bersama-sama dengan pihak lain dalam upaya membangun daerah tersebut

5) Teori kepastian hukum

Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa aturan hukum yang mampu
menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang dapat mencerminkan budaya
yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan
Michiel Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau
realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan
bahwa ada keharmonisan yang hadir diantara negara dan rakyat yang memiliki
orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang diterapkan untuk
mengumpulkan data guna memenuhi tujuan serta kepentingan tertentu. Pada
dasarnya penelitian ini berusaha untuk membuat suatu gambaran keadaan atau
objek yang diteliti sebagaimana adanya. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat

kata kunci yang perlu perlu diperhatikan meliputi metode ilmiah, data, tujuan, dan
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manfaat. Metode ilmiah mengacu pada penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri
Sifat keilmuan mencakup pendekatan yang rasional, empiris, dan sistematis.
Rasional mengandung makna bahwa penelitian dilaksanakan secara logis dan dapat
diterima oleh akal sehat. Empiris merujuk pada penggunaan metode yang dapat
diindera, sehingga prosesnya dapat diamati dan dipahami oleh pihak lain.
Sedangkan sistematis menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur
dan mengikuti tahapan yang runtut dan logis dijalankan dengan tahapan-tahapan
tertentu yang tersusun secara rasional.

Menurut Sugiyono, “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, digunakan untuk penelitian pada
kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.'®

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat diartikan
bahwa metode penelitian merupakan suatu metode ilmiah dengan maksud
memperoleh data yang akurat, guna memperoleh, memverifikasi, serta
memperkaya pengetahuan. Pengetahuan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan

dalam memahami, menyelesaikan, maupun mengantisipasi permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif,

18 Sugiyono. Metode penelitian kualitatif, R&D. Bandung: Alvabeta. 2017, him. 88
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yaitu metode yang mengandalkan studi kepustakaan atau penelaahan terhadap data
sekunder sebagai sumber utama analisis. "

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses
untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.?’ Pada metode penelitian
jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun
2020 tentang Kepemudaan di Kabupaten Sukabumi, serta mengacu pada kajian-
kajian sebelumnya yang membahas urgensi peraturan daerah dan peran hukum
dalam meningkatkan partisipasi pemuda. Peneliti menggunakan metode penelitian
hukum normatif, karena data yang digunakan bersumber dari bahan kepustakaan
atau data sekunder. Oleh karena itu, metode ini dinilai relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, pendekatan yang diterapkan
dalam studi ini bersifat kualitatif.

1. Spesifikasi Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analitis

dengan pendekatan kualitatif terhadap pengkajian peraturan daerah (PERDA) no

19 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,
PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
20 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010 hlm. 35
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6 tahun 2020, konsep-konsep, asas-asas ataupun doktrinal pada hukum untuk
menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan
mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah
daerah yang berkenaan dengan partisipasi pemuda yang selanjutnya akan
dikorelasikan dengan urgensi peraturan bupati dan fungsi hukum untuk

mendorong partisipasi pemuda dalam bidang politik di Kabupaten Sukabumi.

2. Metode Pendekatan
Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan metode tersebut, dapat
disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian

meliputi beberapa jenis pendekatan sebagai berikut

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan ini
dilakukan dalam hal mengkaji undang-undang, karena yang akan diteliti
adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
suatu penelitian.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan
dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa
penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek
konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat
dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang

berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan konsep yang
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digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang
dimaksud dengan konsep penyusunan peraturan perundang-undangan
dalam hal peraturan bupati Sukabumi. Oleh karena itu peneliti perlu
menelaah pandangan serjana hukum mengenai penelitian ini. Penelitian
yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu
dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerim dan menangkap
konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan konsep digunakan untuk
memahami konsep penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian
diselaraskan dengan teori hukum sehingga digabungkan menjadi suatu
konsep.

c. Pendekatan perbandingan (comparative  approach),  pendekatan
perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan studi
perbandingan. Studi perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan untuk
membandingkan hukum suatu negara denga negara lain atau hukum dari
suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga
membandingkan suatu yudicial riview yang satu dengan yudicial riview
lainnya untuk masalah yang sama.

Dengan asumsi yang demikian, pendekatan perbandingan dalam
penelitian ini digunakan untuk membandingkan sistem pengujian terhadap
Peraturan Daerah (PERDA) Kepemudaan Kabupaten Sukabumi dengan
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah agar dapat

mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan sistem hukum, sehingga
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dapat melakukan mode rekontruksi guna mencapai sistem hukum yang

proporsional.

3. Tahap Penelitian
Adapun tahapan penulis pada penyusunan penelitian ini sebagai

berikut:

1. Tahap persiapan, sebelum dilaksanakan nya penelitian ini lebih lanjut maka
tahap pertama pada penyusunan penelitian ini adalah tahap persiapan yang
dimana penulis mempelajari serta melihat fenomena kasus tersebut yang
nantinya akan dijadikan tema serta pembahasan dalam penelitian.

2. Tahap penelitian, setelah persiapan dilalukan maka tahap selanjutnya adalah
tahap penelitian pada tahapan ini penulis akan melakukan aktivitas
penelitian dengan berlandaskan pada metode dan pendekatan teori-teori

ataupun konsep yang sudah tertuang diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. "Dalam
penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti

itu sendiri’?!

21 Ibid, hal. 90
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Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan oleh peneliti
ialah bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkankan yang diperoleh

dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data skunder.?

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum dalam skripsi ini
menggunakan penelitian normatif, dimana jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu “data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Dimana data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta
yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan (/ibrary
research), yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku refrensi, dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dari studi pustaka (library
research). Studi kepustakaan (library research) memiliki definisi sebagai “suatu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara
membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis.”*® Artinya pada
teknik ini studi pustaka merupakan teknik membaca mempelajari dan
menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan
penelitian ini seperti dengan cara dokumentasi pada proses pengumpulan data

maka penulis terlebih dahulu melakukan pencarian dokumen.

5. Alat Pengumpulan Data

22 Ibid, hal.13
23 Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum ', Ul Press, Jakarta, 2018, hlm. 22
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Alat untuk mengumpukan data pada penelitian ini, peneliti

menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data
ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan ,
seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan
dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”. Data
Primer “dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan
pengamatan”. Pengamatan adalah “melakukan, memperhatikan dengan
seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif” **

b. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder
merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik
oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data
sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan
landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti
suatu istilah” *

Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:*°
1. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah “dokumen

pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang

bekerja atau pernah bekerja”.

24 Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing, 2006, him.49.

25 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2018, hlm.20-22.

26 Ibid, hlm.22
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Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah “data arsip, data

resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan”.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

berupa undang-undang, yakni:

1.

2.

Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945
Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepmudaan

. Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Undang-undang nasional nomor 40 tahun 2009 tentang

Kepemudaan

. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 10 Tahun 2023 tentang

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022-2024
Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2020 tentang

kepemudaan Kabupaten Sukabumi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang
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diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar,

internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Analisis Data
Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan
diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh
dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan

data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier).

Peneliti menerapkan metode analisis data dengan cara kualitatif. Hal ini
dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan
terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni
dalam hal penjelesan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian, data studi kepustkaaan yakni literatur yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian.

7. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa

Barat.

8. Jadwal Penelitian



Untuk jadwal kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

oo

TAHAP PERSIAPAN

Penyusunan
Usulan

Penelitian

Seminar

Usulan

Penelitian

TAHAP PENELITIAN

Pengumpulan

Data

Analisis Data

Penulisan

Skripsi
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G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dimana terbagi dalam 5
(lima) bab. Adapun urutan-urutan dan tata letak masing-masing bab (outoline) serta
pokok dalama bahasannya adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penelitian yang membahas tentang urgensi
penyusunan peraturan bupati sukabumi sebagai upaya meningkatkan partisiapsi
pemuda dalam pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis ingin
menyajikan latar belakang dari pada penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah,
pada rumusan masalah penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan
menjadi gambaran pembahasan dari pada penelitian ini. Dilanjutkan dengan
kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang landasan teori dan dikorelasikan
dengan permasalahan yang diteliti serta sekaligus menjadi pisau analisis penulis
dalam menganlisis obyek penelitian. Lalu metode penelitian berisikan metode untuk
penulisan dan uraian jenis penelitian beserta pendekatan-pendekatan yang dilakukan
untuk memecahkan masalah beserta juga bahan hukum. Bab ini diakhiri dengan
sistematika penulisan yang berisikan gambaran isi dari tiap-tiap bab.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori dan konsep tentang
peraturan bupati sebagai upaya peningkatan partisipasi pemuda, dan di dalam bab ini
penulis menuliskan beberapa hal yang menjadi acuan penulis dalam penulisan

tinjauan umum tentang peraturan bupati sebagai upaya peningkatan partisipasi
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pemuda. Dilengkapi dengan teori-teori dan konsep terkait dengan penelitian. Teori
diperlukan untuk memberikan gambaran atau sebagai pisau analisis dalam
pembahasan berikutnya.
BAB II1 HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana penjelasan
terkait urgensi perda dan fungsi hukum dalam upaya meningkatkan partisipasi
pemuda dibidang politik,ekonomi,sosial dan budaya di kabupaten sukabumi
BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari analisis bagaimana urgensi
penyususnan peraturan bupati sukabumi sebagai upaya peningkatan partisipasi dalam
pembangunan daerah.
BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni pertama adalah
kesimpulan dari apa yang menjadi berisikan jawaban pertanyaan pada perumusan
masalah yang berdasarkan rangkuman analisis pada BAB III dan BAB 1V dalam
penelitian ini. dan bagian kedua, berisikan saran yang dimana ditujukan pada gagasan
ataupun ide yang dapat dijadikan masukan untuk mengatasi kelemahan atau

kesalahan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi yang secara khusus mengatur
partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah merupakan langkah strategis
untuk menjawab tantangan partisipasi generasi muda yang masih belum
optimal. Pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dan motor
penggerak pembangunan, namun keterlibatan pemuda masih belum optimal
karena terhambat oleh kurangnya regulasi, ruang partisipasi yang terbatas,
dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, regulasi
dalam bentuk Peraturan Bupati dapat menjadi instrumen legal yang
mendorong sinergi antara pemerintah dan pemuda, menciptakan wadah
partisipatif yang inklusif, serta menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai
pentingnya peran pemuda dalam proses pembangunan. Selain itu, Peraturan
Bupati juga berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang dapat
memberikan dasar legal dan arahan kebijakan yang jelas terhadap partisipasi
pemuda secara aktif dalam pembangunan. Dengan adanya peraturan ini,
diharapkan pemerintah daerah mampu memfasilitasi partisipasi pemuda

secara lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.

86
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2. Selain itu, fungsi hukum dalam mendorong partisipasi pemuda mempunyai
kedudukan yang krusial dalam menciptkan pemerintah yang transparan,
responsif, serta inklusif. Hukum menyediakan kerangka yang memungkinkan
pemuda untuk terlibat aktif dalam bidang politik, sehingga keterlibatan
pemuda dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan memperkaya gagasan
dalam pengambilan keputusan publik melalui Fungsi regulatif, fungsi
fdukatif, fungsi protektif dan fungsi transformasional, sehingga penyusunan
peraturan bupati tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang responsif terhadap aspirasi
generasi muda serta menciptakan keseimbangan antara hak-hak pemuda dan

kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya
peneliti memberikan rekomendasi mengenai hasil Penelitian “Urgensi
Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi
Dalam Politik Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Universitas Nusa Putra Sukabumi hasil penelitian ini
diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran dan referensi guna penelitian
dimasa yang mendatang dan membantu peneliti yang selanjutnya yang
berminat mengambil judul ini.

2. Bagi penulis hasil penelitian ini menjadi kesempatan peneliti dalam

menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dibagku perkuliahan serta
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peneliti dapat mendalami mekanisme mengenai penyusunan peraturan
bupati tentang partisipasi pemuda.

3. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi guna memberikan informasi serta pemikiran bagi pemerintah

daerah untuk menyusun peraturan bupati.
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